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KATA PENGANTAR

P N

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan InayahNya, sehingga Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Agama Morotai dapat melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan
terhadap seluruh pejabat structural maupun fungsional dilingkungan kerja
Pengadilan Agama Morotai dengan baik sesuai dengan rencana.

Berdasarakan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Agama Morotai
Nomor : W29-A4/739 /PS.01/ VI/2021 tentang penugasan Hakim
Penagwas Bidang tertanggal 24 Juni 2021 untuk melaksanaka
pengawasan pada tanggal 25 s/d 26 Juni 2021, Laporan ini dibuat untuk
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai sebagai
pertanggungjawaban bahwa kami telah melaksanakan pengawasan
sesuai dengan surat perintah dimaksud.

Tobelo, 1 Juli 2021

Koordinator Pengawasan
Pengadilan Agama Morotai

FAHRI LATUKAU, SHI.



BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Hakiman;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 7 Tahu 1989 tentang Peradilan Agama,
Undang-undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984;

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Rl Nomor
KMA/O1/SK//1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pola

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan

Agama,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/007/SK/IV/1994  tanggal 1  April 1994  tentang
Memberlakukan Buku | dan Buku Il tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI  Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI  Nomor
145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29  Agustus 2007  tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan
Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Badan-Badan Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di



Pengadilan;

10. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor .........
tentang “Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan
Agama Morotai” untuk masa pengawasan 3 kali dalam setahun

atau setiap empat bulan.
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik.

Bidang Barang dan Jasa.
Bidang Administrasi Perkara.

Bidang Administrasi Persidangan

o b 0N

Bidang Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik

a) Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

b) Sub Bagian Umum dan Keuangan

c) Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara
baik dan benar;

2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan
Administrasi Persidangan;

4. Menjaga terwujudnya tertib Peningkatan Kualitas dan Pelayanan
Publik, persuratan, kepegawaian dan perpustakaan;

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan
anggaran dan barang milik negara (BMN);

6. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta fakta

permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan dan

selanjutnya memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada

atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil

keputusan;



D. NAMA DAN BATASAN KEGIATAN

a. Nama Kegiatan : Pengawasan Reguler Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Agama Morotai Kelas Il tahun 2021,

b. Batasan Kegiatan : Dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan
secara komprehensi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan
peradilan, yang meliputi;

1. Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan (Manajemen
Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan
& pelaksanaan putusan) serta monitoring implementasi SIPP;

2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan (admiinistrasi
keuangan, Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik
lainnya) dan dll;

3. Evaluasi atas penyelenggaraan rnanajemen Peradilan Agama
Morotai, dan kualitas pelayanan public, serta optimalisasi
sarana PTSP di Pengadilan Agama Morotai.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

a) Memperoleh informasi apakah penyelengaraan administrasi
kepaniteraan dan kesekretariatan Tahun 2021 dilaksanakan
sesuai dengan peruntukan, ketentuan dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;

b) Memperoleh umpan balik (feedback) bagi kebijakan,
perencanaan ke depan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;

c) Mencegah  terjadinya  penyimpangan, mal-administrasi
inefisiensi dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan
Agama Morotai;

d) Menilai kinerja Peradilan Agama Morotai;

2. Tujuan
Hakim Pengawas bidang Pengadilan Agama Morotai
melaksanakan pengawasan bertujuan untuk mengetahui realitas

terkait pengelolaan administrasi kepaniteraan dan



F.

kesekreatariatan Pengadilan Agama Morotai. Karena sangat
bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan
pertimbangan Pimpinan Pengadilan Agama Morotai dalam
menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut
pelaksanaan tugas, tingkah laku aparatur dan kinerja pelayanan
publik;

INDIKATOR

Dengan adanya pengawasan Hakim Pengawas Bidang sangat

diharapka, agar terwujud Pengadilan Agama Morotai:

a.

Penyelenggaraan teknis yustisial sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku;

. Penyelenggaraan Administrasi kepaniteraan dapat dikelola dengan

tertib sebagaimana mestinya dan agar aparat Pengadilan Agama
Morotai melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas secara baik
dan benar;

Transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan
perkara.Terwujudnya Pengadilan Agama yang efektif, efisien,

bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan publik.

PEDOMAN PENGAWASAN

1.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku Il (Edisi

Revisi);

2. Buku Pedoman Tata Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV);

Pedoman Pelaksanaan Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama;

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2006:

METODOLOGI PENGAWASAN

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Morotai melakukan

Pengawasan dilakukan dengan cara :

a. Melakukan pengawasan dengan cara Memeriksa seluruh buku,



register, buku jurnal, buku induk keuangan perkara dengan
mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai dengan buku
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku Il
edisi 2014.

. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register,
minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.

. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan DIPA
dengan memeriksa Buku Kas Umum, bukti dan dokumen
pendukung pengelolaan keuangan DIPA,;

OBJEK PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap

beberapa bidang yang menjadi objek pengawasan, yaitu

1. Pengawasan bidang administrasi perkara :

1.1. Prosedur penerimaan perkara

1.2. Prosedur penerimaan permohonan banding

1.3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi

1.4. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
1.5. Keuangan perkara

1.6. Pemberkasan perkara dan kearsipan Pelaporan perkara

2. Pengawasan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa:

2.1. Surat permintaan penawaran harga atau pengumuman untuk
pelaksanaan pengadaan
2.2. Rencana kerja dan syarat-syarat.
2.3. Prakualifikasi.
2.4. Berita acara penjelasan (Aanwijzing).
2.5. Kontrak.
2.6. Dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa.
3. Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan dan
Pelaksanaan Putusan :
3.1. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim

3.2. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara



3.3. Minutasi Perkara
3.4. Pelaksanaan Putusasn (Eksekusi)

. Pengawasan Bidang Peningkatan Kualitas dan Pelayanan

Publik :

4.1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4.2. Umum dan Keuangan

4.3. Perencanaan, Tl dan Pelaporan

4.4. Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

4.5. Perpustakaan, tertib persuratan dan Arsip perkantoran

. Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja

Pelayanan Publik :

5.1. Program Kerja.

5.2. Pelaksanaan/pencapaian target.
5.3. Pengawasan dan pembinaan.
5.4. Kendala dan hambatan.

5.5. Faktor-faktor yang mendukung.
5.6. Evaluasi kegiatan.

5.7. Pengelolaan Manajemen.

5.8. Mekanisme Pengawasan.

BAHAN BAHAN PENGAWASAN

1

2.
3.
4.

Buku-buku Register Penyelenggaraan Perkara,;
Buku-buku Pengelolaan Keuangan Perkara;
Sampel Berkas Perkara:

Wawancara dengan Pejabat dan Pelaksana.

JANGKAUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2021.

TEKNIK PEMERIKSAAN

1.

Membaca, menelaah dan meneliti buku-buku register dan
mensinkronkannya dengan keadaan sebenarnya dalam bekas
perkara;

Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait;



M. PROSEDUR PENGAWASAN

1.

Pengawasan dilaksanakan dengan metode pengawasan
langsung, dengan cara melakukan pemeriksaan di bidang objek
pengawasan yang telah ditentukan;

Dalam Pengawasan Ketua Pengadilan Agama Morotai (selaku
Penanggung Jawab), Salah satu Hakim Senior (selaku
Koordiantor) dan Anggota terdiri dari hakim pengawas bidang;
Objek pengawasan meliputi administrasi keperkaraan dan
Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik / kesekretariatan;
Setiap temuan dimuat dalam berita acara, kemudian disampaikan
dalam ekspose yang dilaksan akan secara terbuka yang dihadiri
oleh semua pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Morotai:
Hakim Pengawas Bidang setelah melaksanakan Pengawasan
melaporkan hasil-hasil pengawasannya ke Koordinator Pengawas

Pengadilan Agama Morotai selaku koordinator pengawasan.



BAB I

PENGAWASAN

A. TIM PENGAWASAN

Bedasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai

Nomor Ketua Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo Nomor :

W29-A4 /

369/ PS.01/11/2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo tanggal 7 Januari 2021, tim

Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

NO

NAMA

JABATAN

JABATAN BIDANG
PENGAWAS

=

Abdul Rivai Rinom, S. HI., M.H.

Ketua

Pembina/Penanggungjawab

Fahri Latukau, S. H.I

Hakim

Koordinator Pengawasan

Ifa Latifa Fitriani, S. H.I.

Hakim

2.

3.

Pengawasan bidang
administrasi perkara :
1.

Prosedur penerimaan
perkara

Prosedur penerimaan
permohonan banding
Prosedur penerimaan
permohonan kasasi
Prosedur penerimaan
permohonan peninjauan
kembali

Keuangan perkara
Pemberkasan perkara
dan kearsipan Pelaporan
perkara

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.

H.l.

Hakim

Pengawasan Bidang
Pengadaan Barang dan
Jasa:

1.

Surat permintaan
penawaran harga atau
pengumuman untuk
pelaksanaan pengadaan
Rencana kerja dan syarat-
Syarat.

Prakualifikasi.

Berita acara penjelasan
(Aanwijzing).




5. Kontrak.

6. Dokumen-dokumen
pengadaan barang dan
jasa.

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.
H.1.

Hakim

Pengawasan Bidang

Administrasi Persidangan

dan Pelaksanaan Putusan :

1. Sistem pembagian
perkara dan penentuan
Majelis Hakim

2. Ketetapan waktu
pemeriksaan dan
penyelesaian perkara

3. Minutasi Perkara

4. Pelaksanaan Putusan
(Eksekusi)

Moh. Koirul Anam, S.H.

Hakim

Pengawasan Bidang

Peningkatan Kualitas dan

Pelayanan Publik :

1. Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana

2. Umum dan Keuangan

3. Perencanaan, Tl dan
Pelaporan

4. Inventaris Barang Milik
Negara (BMN)

5. Perpustakaan, tertib
persuratan dan Arsip
perkantoran

Muchammad Aqib Junaidi, S.
H.1.

Hakim

Pengawasan Bidang

Manajemen Peradilan dan

Kinerja Pelayanan Publik :

1. Program Kerja.

2. Pelaksanaan/pencapaian
target.

3. Pengawasan dan

pembinaan.

Kendala dan hambatan.

Faktor-faktor yang

mendukung.

6. Evaluasi kegiatan.

Pengelolaan Manajemen.

oA

~

8. Mekanisme Pengawasan.




B. TEMUAN HASIL PENGAWASAN
1. Pengawasan bidang administrasi perkara:
a. Keterlambatan Minutasi Berkas :
Kondisi : Berdasarkan pemeriksaan arsip pada tanggal 11 Mei
2021 dan tanggal 29 Juni 2021, masih banyak berkas perkara
minutasi yang terlambat belum diserahkan ke Panmud Hukum
melalui Meja Ill untuk pemberkasan bahkan setelah lebih dari
seminggu pembacaan putusan. Di antara beberapa berkas yang
menjadi bahan catatan keterlambatan minutasi real one day

minute dapat ditemukan pada berkas Perkara Nomor

79/Pdt.G/2021/PA.MORTB, 72/Pdt.G/2021/PA.MORTB,
76/Pdt.G/2021/PA.MORTB, 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB,
74/Pdt.G/2021/PA.MORTB, 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB,
88/Pdt.G/2021/PA.MORTB, 9/Pdt.P/2021/PA.MORTB

Kriteria : Seharusnya minutasi perkara secara online bersamaan
juga dengan minutasi berkas secara fisik. Seharusnya, Putusan
dibuat didasari pada berita acara sidang yang ditulis oleh
Panitera Pengganti, bukan sebaliknya. Seharusnya, berita acara
sidang sudah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Ketua

Majelis sebelum sidang berikutnya dilaksanakan

Sebab : Belum selesainya berita acara sidang yang diselesaikan
oleh panitera pengganti yang ditunjuk hingga pembacaan
putusan, bahkan hingga seminggu setelah pembacaan putusan.
Banyaknya pergantian Panitera Pengganti dengan alasan culti
atau sakit namun belum menyelesaikan berita acara sidang yang
lalu, sehingga berujung pada banyak berita acara sidang yang
tidak terselesaikan hingga berimbas pada Majelis Hakim lebih
dahulu menyusun putusan menggunakan catatan Majelis Hakim

tanpa dapat merujuk pada berita acara sidang yang dibuat



Panitera Pengganti. Di sisi lain, berita acara sidang baru selesai
ketika putusan telah dibacakan.

Akibat: Tidak terlaksananya one day minute secara riil, banyak
putusan yang diputuskan secara verstek menjadi BAS
berdasarkan putusan, bukan putusan berdasarkan BAS karena
keterlambatan pembuatan berita acara oleh Panitera Pengganti.
Rekomendasi: Perlu ditingkatkan pemahaman para panitera
pengganti dan Panmud tentang pentingnya kesamaan berkas riil
(fisik) dengan minutasi online serta keberadaan Berita Acara
Sidang sebagai akta autentik yang menjadi dasar dibuatnya

putusan.

Kondisi: Masih ditemukan dokumen seperti Penunjukan Majelis
Hakim dan SKUM yang terlambat ditandatangani, begitupula
dengan Dokumen Relaas Panggilan Elektronik yang tidak
melengkapi Cetak Relaas Panggilan hanya memasukan
notifikasi tanggal pengiriman berkas relaas panggilan dalam E-
Court.

Kriteria: Seharusnya dokumen-dokumen tersebut sudah
lengkap dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
sebelum sidang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk.
Khusus untuk relaas panggilan pada perkara E-Court,
seharusnya dokumen yang dikirim berupa Relaas Panggilan
Elektronik tetap dilampirkan dalam berkas bersamaan dengan
printout notifikasi waktu pengiriman dan alamat pengirimannya.
Sebab : Pejabat yang berwenang lupa melengkapi dokumen-
dokumen tersebut terlebih dahulu sebelum berkas tersebut
diserahkan kepada Panitera Pengganti yang bertugas.

Akibat : Ditemukan berkas yang masih belum lengkap ketika

akan diminutasi riil one day minute.



Rekomendasi : Perlu dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan
dokumen-dokumen perkara sebelum sidang dilaksanakan.

b. Keterlambatan Penyerahan berkas PAsif (telah BHT dan telah
ikrar):
Kondisi : Berdasarkan pengecekan pada penyimpanan data-
data hasil scan berkas perkara yang sudah BHT maupun telah
ikrar, masih banyak berkas-berkas tersebut yang terlambat
diserahkan kepada Panmud Hukum melalui petugas meja Ill. Per
tanggal 30 Juni 2021 ditemukan data-data masih belum
ditemukan dalam penyimpanan data scan bundle A dan putusan
di penyimpanan data elektronik sebagai backup data arsip riil.
Dengan kata lain, berkas-berkas tersebut belum diserahkan
kepada Panmud Hukum dalam pelaksanaan minutasi riil maupun
pemberkaas arsip pasif. Di antara berkas-berkas yang masih
belum ditemukan misalnya: 22/Pdt.G/2021/PA.MORTB,
72/Pdt.G/2021/PA.MORTB, 76/Pdt.G/2021/PA.MORTB,
75/Pdt.G/2021/PA.MORTB, 74/Pdt.G/2021/PA.MORTB,
10/Pdt.P/2021/PA.MORTB Per tanggal 30 Juni 2021, berkas

tersebut masih belum diarsipkan.

Kriteria : Seharusnya berkas-berkas yang telah BHT maupun
telah dilakukan ikrar diserahkan oleh PP maupun Panmud
Gugatan ke Panmud Hukum untuk diarsipkan melalui Meja lII.
Sebab : Keterlambatan Panitera  Pengganti  dalam
menyelesaikan BAS yang telah dikoreksi mengakibatkan
keterlambatan pemberkasan tersebut. Begitupula tidak adanya
pengawasan terhadap berkas yang telah diminutasi oleh
Panmud Gugatan mengakibatkan keterlambatan pemberkasan
perkara tersebut.

Akibat: Tidak tertib administrasi pemberkasan perkara.



Rekomendasi: Perlu dilakukan controlling oleh Panmud terkait
dan Panitera khususnya tentang berkas yang masih akitif,
maupun berkas yang sudah pasif.

c. Tanggal BHT belum diisikan pada perkara permohonan
(volunteer):
Kondisi : Masih ditemukan belum dituliskannya tanggal BHT
pada perkara permohonan seperti pada Perkara Nomor
10/Pdt.P/2021/PA.MORTB

Kriteria : Seharusnya, seluruh perkara baik perkara permohonan
maupun gugatan tetap harus dituliskan tanggal BHT yakni 14
hari setelah tanggal pembacaan putusan/penetapan maupun 14
hari setelah pemberitahuan putusan/penetapan.
Sebab : Panmud maupun petugas yang bertugas memahami
bahwa tanggal BHT hanya dituliskan untuk perkara contensius
tapi tidak untuk perkara volunteer.
Akibat: Akibatnya, status berkas yang terbaca dalam SIPP
maupun E-Register Perkara masih tertulis ‘minutasi’. Disamping
itu, dengan tidak dituliskannya tanggal BHT pada SIPP tentu
dapat mempersulit petugas untuk mengetahui tanggal BHT
ketika para pihak dalam perkara tersebut ada yang keberatan
dan hendak mengajukan kasasi atas penetapan tersebut.
Rekomendasi: Perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang
urgensitas pengisian data tanggal BHT baik dalam SIPP maupun
pada berkas minutasi kepada seluruh petugas dan pejabat
fungsional di Kepaniteraan.

2. Pengawasan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa:

a. Kontrak Kerja Posbakum:

Kondisi : Pengadaan pada bidang jasa Pelayanan Pos Bantuan
Hukum di Pengadilan Agama Morotai.
Kriteria : Pengumuman pengadaan secara elektronik melalui
LPSE Mahkamah Agung RI dengan kode paket 6771555 yang



dikirimkan kepada dua lembaga Bantuan Hukum yakni Lembaga
Bantuan Hukum Maluku Utara,;

Sebab : Hanya terdapat satu kompetitor dalam tender
Posbakum Pengadilan Agama Morotai.

Akibat : Surat penawaran Lembaga Bantuan Hukum Maluku
Utara dengan nilai final yang ada pada Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah Rp. 24.189.000,00 (dua
puluh empat juta serratus delapan puluh sembilan juta rupiah.
Rekomendasi : Pengadaan pada bidang jasa Pelayanan Pos
Bantuan Hukum seharusnya menyurat ke pelbagai lembaga
bantuan hukum supaya terjadi persaingan yang kompatibel.

b. Petugas Posbakum
Kondisi : Petugas Pombakum di Pengadilan Agama Morotai
Kriteria : Tidak hadirnya petugas Posbakum di Pengadilan
Agama Morotai sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) nomor
W29-A4/360/KU.01/11/2021
Sebab : Tidak ada keterangan yang jelas petugas posbakum
sering tidak hadir pada jam kantor
Akibat : Bantuan pembuatan gugatan dan permohonan di
pegang oleh Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan
Rekomendasi : Sanksi sesuai yang terdapat dalam syarat-
syarat umum kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) nomor W29-
A4/360/KU.01/11/2021

3. Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan dan

Pelaksanaan Putusan:

a. Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim :
Kondisi: Masih belum meratanya pembagian perkara kepada
para Ketua Majelis dan para hakim
Kriteria: Dalam buku IV tentang pedoman pengawasan
Mahkamah  Agung, Penunjukan  majelis  hakim/hakim

dilaksanakan secara adil, dan tidak membeda-bedakan majelis



hakim/hakim yang satu dengan majelis akim/hakim yang lain.
Akan tetapi terdapat perbedaan jumlah perkara yang sangat
timpang dalam pembagian perkara

Sebab: Kelalaian Ketua Pengadilan dalam melihat pembagian
majelis dalam buku register PMH dan Aplikasi pendukung SIPP
Akibat: Terdapat ketimpangan jumlah pemagaian perkara
kepada ketua majelis maupun hakim anggota yang berdampak
kepada SKP nantinya.

Rekomendasi: Ketua Pengadilan agar lebih teliti dalam
membagi perkara kepada ketua majelis maupun hakim anggota.

. Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara:
Kondisi: Banyak perkara yang belum diisi tanggal BHT dalam
SIPP

Kriteria: Berkas perkara Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) 14
hari setelah pemberitahuan amar putusan/penetapan (PBT)
kepada diterima oleh pihak yang tidak hadir. Dalam hal ini juga
harus diisi tanggal BHT dalam Aplikasi SIPP

Sebab: Penanggungjawab berkas lupa mengisi waktu BHT
dalam Aplikasi SIPP.

Akibat: Dalam Aplikasi Pengawasan Data Isian SIPP (PEDIS)
tercatat ada berkas perkara yang belum diisi BHT-nya.
Rekomendasi: Para penanggungjawab berkas saling
mengingatkan jika ada data isian dalam SIPP yang belum
terinput, dalam hal ini adalah tanggal BHT dan status perkara

. Minutasi Perkara

Kondisi: Berkas perkara yang sudah diminutasi dan
berkekuatan hukum tetap banyak sekali yang belum diserahkan
Petugas Meja Il untuk kemudian disimpan ke ruang arsip.

Kriteria: Berkas perkara yang sudah diminutasi dan berkekuatan
hukum tetap seharusnya langsung diserahkan ke petugas meja

[l untuk disimpan ke ruang arsip perkara.



Sebab: Panitera Pengganti yang memegang berkas perkara
tidak langsung menyerahkan berkas perkara yang telah
diminutasi dan berkwkuatan hokum tetap kepada meja IIl.
Akibat: Berkas tidak dapat dikontrol dan tidak dapat langsung di
simpan ke ruangan arsip perkara.

Rekomendasi: Agar berkas perkara yang sudah diminutasi dan
berkekuatan hukum tetap langsung diserahkan kepada Petugas

Meja lll.

Kondisi: Berita Acara Sidang perkara nomor
62/Pdt.G/2021/PA.MORTB tidak menerangkan identitas dan
kehadiran Tergugat.

Kriteria: Sesuai dengan buku Il Pedoman Pelaksnaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama yang menerangkan bahwa
Panitera Pengganti membuat berita acara sidang yang secara
jelas memuat:

1. Nomor perkara

Tempat, hari dan tanggal sidang dilaksanakan

Identitas pihak-pihak

Susunan persidangan

Penegasan kehadiran pihhak-pihak

o g bk w N

Pernyataan sidang terbuka atau tertutup untuk segala
kepentingan

7. Usaha mendamaikan oleh hakim

8. Pembacaaan surat gugatan/ permohonan

9. Penundaan siding

10. Pemeriksaan alat-alat bukti

11. Musyawarah majelis hakim

12. Tanda tangan berita acara sidang



Sebab: Panitera Pengganti tidak teliti dalam membuat Berita
Acara Sidang dan Ketua Majelis tidak melakukan koreksi
terhadap Berita Acara Sidang tersebut.

Akibat: Berita Acara Sidang yang merupakan akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang maka isi dari berita acara
tersebut dianggap benar, kecuali terbukti sebaliknya. Oleh
karena itu BAS tersebut tidak bisa dikatakan benar karena tidak
mencantumkan identitas dan kehadiran pihak Tergugat.
Rekomendasi: Panitera Pengganti harus lebih teliti dalam
membuat Berita Acara Sidang (BAS) karena merupakan akta
otentik dan Ketua Majelis harus konsisten dalam mengoreksi
BAS untuk perkara yang ia telah sidangkan.

Kondisi: Berita Acara sidang |krar Talak  nomor
58/Pdt.G/2021/PA.MORTB  tidak  mencantumkan tempat
dilaksanakannya persidangan

Kriteria: Berita Acara Sidang harus memuat hal-hal seperti di
atas.

Sebab: Panitera Pengganti tidak teliti dalam membuat Berita
Acara Sidang dan Ketua Majelis tidak melakukan koreksi
terhadap Berita Acara Sidang tersebut

Akibat: Berita Acara Sidang yang merupakan akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang maka isi dari berita acara
tersebut dianggap benar, kecuali terbukti sebaliknya. Oleh
karena itu BAS tersebut tidak bisa dikatakan benar karena tidak
mencantumkan tempat dilaksanakannya persidangan.
Rekomendasi: Panitera Pengganti harus lebih teliti dalam
membuat Berita Acara Sidang (BAS) karena merupakan akta
otentik dan Ketua Majelis harus konsisten dalam mengoreksi

BAS untuk perkara yang ia telah sidangkan.



4. Pengawasan Bidang Peningkatan Kualitas dan Pelayanan

Publik:

a. Ruang Tunggu sidang
Kondisi: Ruang tunggu sidang sudah tertata rapi dan bagus,
namun di ruang tunggu sidang tidak terdapat tempat sampah
disetiap sisi atau sudut ruang tunggu sidang, di ruang tunggu
sidang hanya terdapat 1 (satu) tempat sampah dan tempatnya
didepan pintu masuk suang tunggui;
Kriteria: Seharusnya disetiap sudut ruang tunggu sidang terdapat
tempat sampah di setiap sudutnya dan ditempatkan di dalam
ruang tunggu sidang;
Sebab : Kurangnya kesadaran masyarakat membuat sampah
pada tempatnya;
Akibat : Terdapat beberapa masyarakat pencari keadilan
membuat sampah tidak pada tempatnya, akibatnya petugas
kebersihan harus membersihkan ekstra demi terwujudnya ruang
tunggu sidang yang bersih;
Rekomendasi : Diperlukan beberapa tempat sampah disetiap
sudat ruang tunggu sidang;

b. Petugas Meja PTSP:
Kondisi: Masih adanya Petugas yang telah ditunjuk pada meja
PTSP terkadang tidak berada ditempatnya,;
Kriteria: Pelayanan pada meja PTSP harus dilaksanakan sesuai
dengan standar SK Dirjen Badilag Nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
Sebab: Petugas yang ditunjuk terkadang tidak berada di meja
PTSP, dikarena salah satu petugas PTSP merangkap menjadi
Jurusita Pengganti;
Akibat: Pelayanan kepada para stake holder tidak terlaksana

dengan baik;



Rekomendasi: Petugas pada meja PTSP harus selalu berada di
tempat, dan tidak ada yang merangkap jabatan;

. Halaman Kantor:

Kondisi: Kantornya sudah bagus, halaman depan lumayan tetapi
bagian belakang perlu pembenahan;

Kriteria: Seharusnya lingkungan kantor baik di depan maupun di
belakang dijaga kerapiannya, sehingga enak dipandang;

Sebab: Kurannya Perhatian

Akibat: Tidak mencerminkan lingkugan yang bersih dan rapi;
Rekomendasi: Usulkan anggaran DIPA untuk pemvapingan
halaman kantor terutama halaman belakang kantor serta
dilakukan kerja bakti oleh semua unsur peradilan setiap
minggunya terutama hari jum’at;

. Ruang Mediasi:

Kondisi: Ruang mediasi sempit dan terkesan panas, walaupun
sudah terdapat AC (pendingin ruangan) namun AC tidak
berfungsi sehingga ketika memediasi para pihak hawanya panas,
selain itu terkadang di ruang mediasi terkesan kotor dan kurang
rapi dalam penataannya;

Kriteria: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
26/KMA/II/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Sebab: Belum tersedianya ruang yang cukup untuk mediasi
karena ruangan yang ada di Pengadilan Agama Morotai sudah
terisi semua, serta ruangan terkesan kotor dan kurang rapi, serta
hawanya panas dikarenakan AC rusak;

Akibat: Banyak para pihak yang akan mediasi kalua perkaranya
waris para pihak tidak bisa semua masuk, sehingga mediasi tidak
maksimal, selain itu para pihak ketika melakukan mediasi terlihat
kurang nyaman dikarenakan ruang mediasi terkesan panas dan

kurang bersih;



Rekomendasi: Segera dilakukan penataan ulang terhadap
penggunaan ruangan sehingga memungkinkan mengadakan
ruangmediasi yang representatif, dan Petugas melaksanakan
tupoksi dengan baik;

e. Petugas Keamanan:
Kondisi: Petugas keamanan cukup memadai dan berseragam
namun petugas kemanan (satpam) belum pernah mengikuti Diklat
Satpam, dan perlengkapan (asesoris) satpam belum belum
lengkap
Kriteria: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
26/KMA/II/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Sebab: Belum terdapatnya anggaran khusus untuk pelatihan
Satpam dan membeli perlengkapan (asesoris) Satpam lengkap;
Akibat: Keamanan cukup baik;
Rekomendasi: Segera ditugaskan kepada Satpam untuk
mengikuti Diklat Satpam, selain itu disiapkan anggaran untuk
membeli peralatan (asesoris) Satpam;

f. Ruang Parkir:
Kondisi: Ruangan Parkir bagi masyarakat pencari keadilan
kurang layak dan sekarang tidak digunakan dikarenakan karena
tidak beratap dan beralaskan tanah jadi Ketika musim hujan dan
becek, sehingga masyarakat pencari keadilan parkir kendaraan
dimanapun yang ia mau;
Kriteria: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
26/KMA/II/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Sebab: Belum terdapatnya pengadaan anggaran;
Akibat: Parkir masyarakat pencari keadilan kurang tertib;
Rekomendasi: Menyiapkan anggaran untuk membangun tempat
parkir bagi para pihak pencari keadilan;

g. Ruang ramah anak:



Kondisi: Ruang bermain untuk anak belum ada, demikian juga
untuk ruang laktasi bayi dari segi fasilitas belum memadai;
Kriteria: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
26/KMA/II/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Sebab: Tidak terdapatnya space atau ruang yang bisa dipakai
untuk membuat ruang bermain anak, dan belum adanya
pengadaan anggaran;

Akibat: Kurang tertib serta kondusifnya kantor;

Rekomendasi: Menyiapkan anggaran untuk membuat tempat
ruang bermain anak, ruang laktasi yang memadai serta fasilitas
penungjang lainnya;

. Pelayanan Publik

Kondisi: Untuk memberikan kenyaman bagi penggunjung atau
masyarakat pencari keadilan maka telah disediakan sarana TV
dan surat kabar, namun mengenai surat kabar jarang diperbarui;
Kriteria: Dalam buku IV bidang Pengawasan Pelayanan Publik
telah disebutkan bahwasannya dalam ruang tunggu harus
sedapatmungkin bersih dan nyaman bagi pencaro keadilan, serta
tersedianya sarana seperti TV dan surat kabar/majalah;

Sebab: Dikarenakan minat membaca surat kabar atau koran
dimasa sekarang ini menurun baik masyarakat pencari keadilan
secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umumnya
dikalahkan oleh gadget/gawai;

Akibat: Pelayanan masyarakat pencari keadilan belum maksimal
Rekomendasi: Setidaknya dalam waktu seminggu terdapat surat
kabar baru, agar masyarakat pencari keadilan mendapat
perkembangan berita terbaru baik secara regional maupun
nasional, bahkan internasional;

Kebersihan Kamar mandi:

Kondisi: Terkadang masih ditemui kamar mandi dan WC yang

kotor;



Kriteria: Seharunya sebelum persingan dimulai fasilitas kantor
seperti kamar mandi dan WC harus bersih semua,;

Sebab: Petugas kebersihan yang terdapat di Pengadilan Agama
morotai masih kurang;

Akibat: Terkadang masih terdapat fasilitas umum untuk
masyarakat pencari keadilan masih kotor Ketika persidangan
dimulai;

Rekomendasi: Penambahan petugas kebersihan;

Publikasi PPID:

Kondisi: Atasan PPID, PPID dan Petugas Informasi belum menyusun
laporan Pelayanan Informasi dan melaporkannya baik secara periodik
(6 bulan) sekali maupun tahunan kepada Pengadilan Tinggi Agama
Maaluku Utara dan SEKMA secara berkala;

Kriteria: Surat keputusan KMA No.1-114/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
Januari 2011 tetang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Lampiran | (VIl) vyaitu Laporan Tahunan Pertanggungjawaban
Pelayanan Informasi;

Sebab: Ketidakpahaman Atasan PPID Panitera dan Panmud Hukum;
Akibat: Pengadilan Agama Morotai belum melaporkan laporan
Pelayanan Informasi baik secara periodic (6
bulan) sekali maupun tahunan kepada Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara dan SEKMA secara berkala

Rekomendasi: Pengadilan Agama Morotai segera melaporkan
laporan Pelayanan keterbukaan informasi baik secara periodik (6
bulan) sekali dan tahunan kepada Pengadilkan Tinggi Agama
Maluku Utara dan SEKMA secara berkala sebagaimana
disebutkan dalam SK :1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari
2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Lampiran | (IV) tentang Prosedur Pengumuman Informasi dan
Lampiran | (VIIlI) yaitu Laporan Tahunan Pertanggungjawaban

Pelayanan Informasi;



k. Website Pengadilan:

Kondisi: Informasi di website mengenai persyaratan pengajuan

perkara masih tidak sesuai dengan kriteria;

Kriteria:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/VIII/2007  tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Sebab: Kurangnya komunikasi antara Petugas Informasi atau

PPID dengan Tim IT sehingga pemberian informasi kepada

masyarakat umum yang hendak mencari keadilan tidak

tersampaikan dengan benar,

Akibat: Masyarakat umum yang hendak mengajukan perkara di

Pengadilan Agama Morotai membawa persyaratan yang tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Rekomendasi: Terdapatnya komunikasi yang baik diantara Tim

PPID dan Tim IT, sehingga apa yang dicamtumkan Tim IT di

website Pengadilan benar sesuai dengan perauran yang berlaku;

5. Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja
Pelayanan Publik:

a. Program Kerja Dan Pencapaian Target

1) Penyusunan Rencana Kerja mengikutsertakan Ketua, Wakil
Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekertaris beserta Pejabat

Struktural Lainnya.



2)

Kondisi: Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tidak
Mengikut Sertakan Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera

dan Sekertaris beserta Pejabat Struktural Lainnya.

Kriteria: Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mengikut
Sertakan Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan

Sekertaris beserta Pejabat Struktural Lainnya.
Sebab: Tidak membaca Buku IV

Akibat: Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan
Sekertaris beserta Pejabat Struktural Lainnya tidak
dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagaimana

dalam Reviu Renstra

Rekomendasi: Rencana Kinerja Tahunan disusun lengkap
sebagaimana Reviu Renstra 2015-2019 dengan
menambahkan dan Mengikut sertakan Ketua, Wakil Ketua,
Para Hakim, Panitera dan Sekertaris beserta Pejabat
Struktural Lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja menyertakan Visi, Misi, Strategi
dan faktor-faktor keberhasilan organisasi

Kondisi: Rencana Kerja Tahunan tidak menyertakan
Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan

Organisasi

Kriteria: Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan menyertakan
Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan

Organisasi.

Sebab: Tidak membaca Buku IV



3)

4)

Akibat: Visi, Misi, Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan
Organisasi tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan

sebagaimana dalam Reviu Renstra

Rekomendasi: Rencana Kinerja Tahunan disusun lengkap
sebagaimana Reviu Renstra 2015-2019 dengan
menambahkan dan menyertakan Pernyataan Visi, Misi,

Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan Organisasi.

Pembagian Tugas dan Fungsi kepada seluruh pegawai baik

honorer DIPA maupun Honorer non-DIPA

Kondisi: Pegawai Pengadilan tidak seluruhnya telah diberi
tugas dan fungsi yang jelas, Adapun yang belum diberikan

tugas dan fungsi yang jelas (pegawai non-job) adalah;

1. Rushad Afandi Ohorela

2. Yunus Sibilo

3. Syahdu Aditya Kohilai

Kriteria: Pegawai Pengadilan telah Seluruhnya diberi tugas

dan fungsinya yang jelas.

Sebab: Belum dibuatan SK penugasan terhadap pegawai
yang bersangkutan dan terdapat pegawai yang telah izin lebih

dari 3 bulan berturut-turut atas nama Yunus Sibilo.

Akibat: Pegawai Pengadilan Non-job tidak dapat
melaksanakan kerja sebagaimana mestinya.

Rekomendasi: Segera dibuatkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan yang berisi penempatan pegawai non-job.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pengadilan

Kondisi: Pegawai Pengadilan yang telah diberikan tugas

pokok tidak melaksanakan sebagaimana mestinya; Adapun



yang pegawai yang belum melaksanakan tugas dan

fungsinya;

1. Yusri Taher (Security bagian Malam Hari)

2. Nur Hayati (Pramubakti/Cleaning Service bagian Ruang
Hakim)

Kriteria: Pegawai Pengadilan telah Seluruhnya menjalan

tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya,

Sebab: Tidak berlakunya kebijakan pemotongan dan belum
dilakukan pembinaan dan teguran secara langsung baik

tertulis maupun lisan.

Akibat: Tugas Pengamanan Pengadilan pada waktu malam

hari tidak berjalan dan Ruang Hakim menjadi Kotor

Rekomendasi: Segera dilakukan pembinaan kepada yang
bersangkutan dan jika mendesak dapat diberikan surat

teguran dan peringatan.

b. Pengawasan Dan Pembinaan

c. Kendala Dan Hambatan

Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama

Morotai adalah sebagai berikut;

1.

Luasnya Lahan Pengadilan dan Terbatasnya Anggaran
Perawatan menyebabkan lingkungan sekitar kantor menjadi

sukar dibersihkan dari rumput liar dan tumbuhan liar;

Terbatasnya anggaran menyebabkan jalan masuk dan keluar
pengadilan masih sebatas tanah dan pasir berbatu sehingga

tampak kurang indah dan harmonis;



3. Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Kurangnya Disiplin
Pegawai dalam hal masuk kantor menyebabkan pelayanan

terganggu.

4. Pegawai struktural dan fungsional tidak disiplin dalam

memenuhi tugas dan pokoknya

5. Adanya benturan kepentingan yang disebabkan karena
beberapa pegawai honorer yang mempunyai hubungan

kekerabatan dengan pejabat pengadilan agama.

d. Faktor-Faktor yang Mendukung

Faktor-faktor yang mendukung Pengadilan Agama Morotai;

1. Lahan Luas

Kondisi: belum dimanfaatkan secara maksimal dalam

mengatur kelayakan lahan parkir bagi pengunjung pengadilan
Kriteria: tertatanya lahan parkir dan fasilitas pengadilan
Sebab: Tidak mencukupinya anggaran

Akibat: lahan parkir dan fasilitas pelayanan pengadilan tidak

maksimal

Rekomendasi: dilakukan penataan lahan parkir dan

pengajuan anggaran.

2. Tersedianya Generator Listrik Cadangan
Kondisi: generator listrik tidak dapat dinyalakan;

Kriteria: generator listrik menyala sebagai sumber tenaga

listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.



Sebab: generator |listrik rusak dan belum dilakukan
peremajaan atau perbaikan;

Akibat: tidak adanya tenaga listrik cadangan ketika terjadi

pemadaman.

Rekomendasi: dilakukan perbaikan dan peremajaan
generator listrik

e. Evaluasi Kegiatan

1. Rapat Kerja Evaluasi Bulanan

Kondisi: Rapat kerja telah dilakukan setiap bulannya jadwal rapat
dan tidak dapat diikuti oleh seluruh pegawai pengadilan.

Kriteria: Rapat kerja dilakukan periodik salama sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu bulan dan diikuti oleh seluruh

pegawai pengadilan.
Sebab: Pemberitahuan Rapat Mendadak

Akibatnya: berbagai permasalahan sektoral baik dari
kesekretariatan maupun kepaniteraan tidak terpetakan dengan
baik.



BAB Il
REKOMENDASI dan PENUTUP

A. Rekomendasi

Dari hasil pengawasan bidang ini, perlu disampaikan beberapa

rekomendasi sebagai berikut:

1.

6.

Hendaknya secara terus menerus diadakan pembinaan (DDTK)
mengenai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para aparat
peradilan.

Hendaknya Kontrak kerja sama dengan pihak lain harus
dibicarakan dengan pimpinan secara matang dan terperinci,
jangan cuma berpedoman hanya menggugurkan kewajiban.
Hendaknya pimpinan pengadilan memberikan adanya semacam
reward dan punishmant terhadap kinerja pegawai.

Hendaknya tim PPID harus selalu mengontrol dan mengupdate
website Pengadilan.

Hendaknya harus sering dilakukan koordinasi antar bagian dan
evaluasi terhadap kinerja pegawai.

Agar segera menindaklanjuti hasil temuan dalam pengawasan.

B. Penutup

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap

Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 28 s/d 30 Juni 2021, yang

dapat kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak pihak

terkait, khususnya bagi Pengadilan Agama Morotai.

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat, untuk menjadi

maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tobelo, 1 Juli 2021

Hakim Pengawas Bidang

No | Nama Bidang Tanda Tangan
1. Ifa Latifa Fitriani, S.H.I Administrasi Perkara
A. Fuad Noor Ghufron, S.H.I Barang dan Jasa
3. | Ardhian Wahyu F, S.H.I Administrasi
Persidangan




Moh. Koirul Anam, S.H.

Peningkatan
Kualitas dan

Pelayanan Publik

M. Agib Junaidi, S.HI

Menejemen
Peradilan dan
Kinerja  Pelayanan
Publik

Tobelo, 1 Juli 2021

Koordinator Pengawasan
Pengadilan Agama Morotai

FAHRI LATUKAU, SHI.




